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Siapa bilang bapak dari 
Blitar, bapak kita dari 
Prambanan
Siapa bilang rakyat kita 
lapar, Indonesia banyak 
makanan
Dua kalimat di atas adalah lirik lagu berjudul Mari Bersuka Ria. Lagu itu ciptaan 
Soekarno yang dibawakan dalam 
irama lenso. Lagu itu diedarkan 
pada 14 April 1965, beberapa 
bulan sebelum tragedi besar 
kemanusiaan di negeri ini terjadi. 
Mari Bersuka Ria adalah satu dari 
sekian lagu yang tergabung dalam 
album di bawah label Irama yang 
dikelola Jack Lesmana bersama 
Bing Slamet. Beberapa penyanyi 
terkenal pada zaman itu terlibat 
dalam produksi lagu itu seperti 
Rita Zhara, Nien Lesmana, Titiek 
Puspa, dan Bing Slamet. 
Album itu sekaligus menandai 
10 tahun Konferensi Asia Afrika. 
Pada sampul belakang bagian 
atas terdapat tanda tangan dan 
tulisan ”Saya restui. Setudjui 
diedarkan. Soekarno 14/4 ’65”. 
Kalimat itu tampak sederhana, 
namun mengandung konsekuensi 
yang cukup besar.
Pada zaman itu perlawanan 
terhadap musik Barat (terutama 
rock and roll) berlangsung masif. 
Soekarno merasa penting memberi 
teladan dengan menghadirkan 
satu varian musik yang mewakili 
citra dan adab ketimuran: irama 
lenso. 
Lagu yang menjadi pelipur 
lara kala kondisi ekonomi rakyat 
berbalut kemelaratan. Mari 
Bersuka Ria menawarkan mimpi 
tentang makanan melimpah. 
Mari Bersuka Ria adalah lagu 
imajinasi tentang kebahagiaan.
Tidak banyak presiden yang 
memiliki gelora mendalam pada 
musik hingga terlibat aktif 
mengatur dan melarang apa 
yang boleh didengar dan yang 
tidak. Soekarno hendak berbicara 
bahwa musik dapat merusak 
hidup, tapi juga sebaliknya. 
Ia menyukai gamelan dan 
musik tradisi Indonesia. Jadilah 
ia pemimpin yang tangguh dan 
disegani. Ia berharap rakyat, 
terutama generasi muda, menjadi 
Soekarno-Soekarno baru lewat 
Mari Bersuka Ria.
Mari Bersuka Ria dibawakan 
dengan lirik yang bertema pantun. 
Terdapat sampiran dan isi atau 
sejenis pertanyaan dan jawaban. 
Gaya semacam itu sebenarnya 
jamak dijumpai dalam musik, 
terutama yang bertema balada.
Sebagaimana tradisi musik 
di negeri ini, lirik berpantun 
memberikan pelbagai kemungkinan 
untuk diubah menjadi tema 
baru sesuai kebutuhan. Pada 
Musyawarah Nasional Teknik 
(Munastek) di Istora Senayan 
Jakarta, 30 September 1965, 
Soekarno memulai pidatonya 
dengan menyanyikan Mari 
Bersuka Ria. 
Mari Bersuka Ria pada malam 
itu menjadi lagu terakhir yang 
dinyanyikan Soekarno dengan 
penuh suka cita. Setelah itu 
terjadi tragedi besar bernama 
Gerakan 30 September 1965. 
Sehari sebelum peristiwa itu, 
29 September 1965, di acara 
Kongres Gerakan Mahasiswa 
Indonesia di Jakarta, Soekarno 
dengan merdu menggunakan 
Mari Bersuka Ria sebelum 
memulai pidato. Mari Bersuka 
Ria menjadi lagu yang lentur 
dalam penggarapan liriknya. 
Soekarno memberi contoh bahwa 
siapa pun dapat mengubah sesuai 
keinginan hati dan perasaan. 
Lagu itu tenggelam setelah Orde 
Baru berkuasa. Dalam album 
tersebut terdapat lagu berjudul 
Gendjer-gendjer yang diidentikkan 
sebagai bagian erat dari Partai 
Komunis Indonesia (PKI). 
Mari Bersuka Ria mengalami 
kebangkrutan eksistensi dan 
sayup-sayup mati. Lagu itu 
menjadi keramat dan ditakuti. 
Mari Bersuka Ria menjadi satu-
satunya peninggalan Soekarno 
dalam musik. Bulan ini kita 
mengenang tragedi Gerakan 
30 September 1965 dan kita 
patut mengingat tidak saja dalam 
konteks perang, darah, dan air 
mata, tetapi juga musik. 
Tidak ada salahnya bila kita 
mengingat dengan mendengarkan 
lagi Mari Bersuka Ria tanpa 
beban serta tanpa rasa ketakutan 
berlebih. Bebaskan musik dari 
belenggu-belenggu politik. Saat 
mendengarkan Mari Bersuka Ria, 
jangan lupa dibarengi dengan 
lenggak-lenggok tarian atau 
goyangan. Mari!
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Penindakan Keras untuk Menegakkan Protokol Kesehatan
Debat Kepribadian
Tidak ada salaman antarcalon presiden itu. Mungkin karena Covid-19. Tapi, juga tidak ada tegur 
sapa. Padahal, Covid-19 tidak 
melarang sekadar saling memberi 
body language. Itulah suasana 
debat calon presiden Amerika 
Serikat kemarin malam.
Sewaktu mereka berdua 
dipersilakan naik panggung, 
mereka langsung menuju podium 
masing-masing. Calon presiden Joe 
Biden seperti ingin memberikan 
tegur sapa lewat gerak tubuh, 
tapi tidak jadi. Biden melihat 
calon presiden Donald  Trump, 
tapi lawannya itu sedang tidak 
melihatnya.
Chris Wallace, anchor Fox News 
TV, sangat baik memerankan 
diri menjadi moderator. Tapi, 
beberapa kali kewalahan 
menghentikan cerocosan kata-
kata Trump. Chris juga beberapa 
kali mengingatkan Trump yang 
hampir selalu menyerobot dan 
memotong kata-kata Biden.
Debat ini seperti menampilkan 
dua kepribadian. Trump adalah 
pribadi yang agresif, dominan, 
dan menekan. Biden adalah 
pribadi yang kalem, elegan, 
dan bersuara lirih. Secara fi sik 
Trump kelihatan lebih dinamis 
dan energik. Biden kelihatan 
tua dan sedikit mengalah. 
Dari segi wajah, Trump kelihatan 
pemberang. Wajahnya seperti 
hampir selalu sedang emosi. 
Biden berwajah teduh dan lebih 
banyak tersenyum kecil. Siapa 
yang menang? Bagi yang suka 
agresif, Trump yang menang. 
Tapi, yang suka kalem dan 
elegan, Biden yang menang.
Dua-duanya berhasil memojokkan 
lawan. Biden memojokkan Trump di 
bidang pajak. Trump memojokkan 
Biden tentang banyaknya kerusuhan. 
Biden selalu menyebut Trump 
sebagai pembohong. Terus-menerus. 
Trump menyebut Biden sebagai 
kelompok kiri radikal. Yang rusuh.
Moderator terlihat sangat 
independen dan berani. Moderator 
berhasil mendesakkan pertanyaan 
kepada calon presiden ketika 
jawaban mereka agak mbulet. 
Misalnya, soal pajak. Pertanyaan 
kepada Trump adalah: benarkah 
ia hanya membayar pajak US$750 
kepada pemerintahan federal 
pada tahun 2016 dan 2017? 
Jawaban Trump: ia membayar 
pajak jutaan dolar. Masih 
panjang lagi jawaban Trump 
yang cenderung muter-muter. 
”Saya tahu semua itu. Tapi, 
minta dijawab: benarkah hanya 
membayar pajak federal US$750,” 
ujar Chris.
”Saya membayar jutaan dolar,” 
jawab Trump. 
”Itu yang ke federal?” tanya 
Chris lagi. 
”Ya, jutaan dolar,” jawab Trump.
Tentu ini akan menjadi isu 
besar pada hari-hari setelah debat. 
Trump bohong besar. Atau, ia 
benar. Biden menimpali bahwa ia 
tidak percaya itu semua sampai 
Trump membuka kepada publik 
laporan pajaknya. Biden sudah 
membuka laporan pajaknya, 
tapi Trump tetap belum mau. 
Demikian pula saat pemilihan 
umum yang lalu.
Chris mengajukan pertanyaan 
yang menyulitkan Biden soal 
kerusuhan di kota-kota yang 
dikuasai Partai Demokrat. Pertanyaan 
Chris: apakah Anda secara pribadi 
pernah menghubungi wali kota 
Portland dan gubernur Oregon 
untuk mengakhiri kerusuhan 
yang sudah lebih dari 100 hari 
di sana?
Jawaban Biden agak mbulet. 
Biden mengatakan bahwa ia 
warga negara biasa. Bekas wakil 
presiden. Maksudnya: tidak punya 
kewenangan untuk itu. Tapi, Chris 
mendesaknya: apakah secara 
pribadi pernah minta wali kota 
dan gubernur setempat untuk 
menghentikan kerusuhan itu?
Debat 1,5 jam di Cleaveland itu 
dilakukan di auditorium universitas 
di sana. Hadirin terbatas. Yang 
dibahas soal ekonomi, lapangan 
kerja, perubahan iklim, pajak, 
dan pemungutan suara lewat 
pos. Tapi, melebarnya sampai ke 
mana-mana. Trump menyerang 
anak Biden yang ia katakan 
menerima uang puluhan juta 
dolar dari Tiongkok, Rusia, 
dan Ukraina. Biden kelihatan 
defensif di sini. 
”Tidak benar. Tidak benar,” kata 
Biden terus-menerus, menyela 
tuduhan Trump. Bukan hanya 
pajak US$750 yang terkonfi rmasi 
di debat ini. Juga soal transisi 
pemerintahan. Chris berhasil 
menggiring Trump untuk konfi rmasi: 
bahwa kalau pemilihan umum 
curang ia tidak bisa menerima 
kekalahan.
Trump menunjukkan fakta-fakta 
versi dirinya. Soal surat suara yang 
masuk kotak sampah misalnya. 
Bahkan, Trump mengungkap 
kejadian terbaru. Yang terjadi 
beberapa saat sebelum debat. 
Katanya: di Pennsylvania saksi dari 
Partai Republik tidak diizinkan 
menyaksikan penghitungan suara.
Tentu Biden tidak bisa memberikan 
komentar. Kejadiannya baru hari 
itu. Tapi, media di Amerika 
Serikat cepat mencari fakta. 
Ternyata duduk persoalannya 
begini: ada seorang ibu datang 
ke tempat pemungutan suara. 
Lalu minta sertifi kat pembuktian 
bahwa dia sudah hadir di situ 
sebagai saksi.
Petugas di situ menolak memberi 
surat keterangan. Itulah yang 
dianggap petugas menolak 
kedatangan saksi. Tapi, sang 
petugas mengatakan ia memang 
tidak berhak mengeluarkan surat 
apa pun. Itu karena tempat tersebut 
bukan TPS. Tempat itu hanya 
seperti ’’TPS pembantu’’. Tidak 
ada penghitungan suara di situ.
Tempat tersebut berada di 
daerah kecil yang amat jauh. 
Di sana disebut are ’’satelit’’. 
Tidak memadai untuk satu TPS 
di situ. Trump mestinya malu 
dengan fakta seperti itu. Tapi, ya 
begitulah Trump. Banyak yang 
sebenarnya bisa diperlakukan dari 
pernyataan-pernyataan Trump. 
Tapi, ia mengucapkan dengan 
penuh semangat dan meyakinkan. 
Penonton debat yang tidak kritis 
cenderung memercayai. Debat 
calon presiden kali ini memang 
lebih menarik daripada debat 
lawan Hillary Clinton yang lalu. 
Penuh dengan saling potong, 
saling tuding, saling menohok. 
Pekan depan lebih menarik. Debat 
calon wkail presiden: Mike Pence 
lawan Kemala Harris. (Naskah ini 
dipublikasikan Solopos seizin pengelola 
disway.id)
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Polisi menetapkan Wakil 
Ketua DPRD Kota Tegal 
Wasmad Edi Susilo menjadi 
tersangka pelanggaran UU 
Kekarantinaan Kesehatan 
karena menggelar konser 
dangdut saat pandemi 
Covid-19. 
Penetapan tersangka 
dilakukan setelah gelar 
perkara pada Senin, 28 
September 2020. Penegakan 
hukum terhadap Wakil Ketua 
DPRD Kota Tegal Wasmad Edi 
Susilo itu layak diapresiasi. 
Sebagai anggota DPRD 
seharusnya Wasmad 
mendukung pemerintah 
dalam mencegah persebaran 
Covid-19 yang masih belum 
bisa dikendalikan. Sanski 
tegas harus diberikan 
bagi pelanggar protokol 
kesehatan sesuai Undang-
undang Kekarantinaan 
Kesehatan. 
Polisi menetapkan 
Wasmad menjadi tersangka 
pelanggar UU Kekarantinaan 
Kesehatan karena 
menyelenggarakan acara 
yang mengundang banyak 
orang tanpa menerapkan 
protokol kesehatan. 
Larangan mengumpulkan 
massa seharusnya ditaati 
oleh semua orang, apalagi 
aparat pemerintah. Syukuran 
atau hajatan dengan 
menggelar konser dangdut di 
lapangan jelas bertentangan 
dengan upaya  mencegah 
klaster baru Covid-19
Penindakan keras untuk 
menegakkan disiplin 
penerapan protokol 
kesehatan diperlukan di 
tengah banyak warga yang 
abai terhadap pencegahan 
persebaran Covid-19. 
Banyak warga mendapat 
sanksi ketika terjaring 
razia penegakan protokol 
kesehatan. Pejabat 
pemerintahan yang 
melanggar protokol 
kesehatan juga harus 
mendapat sanksi. Tindakan 
seorang pejabat dengan 
kedudukan tinggi selalu 
menjadi contoh di tengah 
lingkungan kerja dan 
lingkungan tempat tinggal. 
Mereka seharusnya 
menjadi contoh dalam 
mencegah persebaran 
Covid-19. Di daerah-daerah 
digelar razia masker dan 
pemberian sanksi sosial 
kepada pelanggar demi 
menyelamatkan masyarakat 
dari Covid-19.
Pejabat tinggi yang 
memberi contoh pengabaian 
protokol kesehatan, 
yang berarti tidak peduli 
pada pandemi Covid-19 
yang belum mereda, 
akan mendorong warga 
masyarakat tingkat bawah 
juga abai dengan protokol 
kesehatan dan dengan 
pandemi yang belum juga 
mereda.
Tindakan keras harus 
dilakukan untuk mencegah 
pengabaian itu meluas 
karena hanya kedisiplinan 
menerapkan protokol 
kesehatan yang efektif 
untuk menekan persebaran 
covid-19. 
Penetapan Wakil Ketua 
DPRD Kota Tegal Wasmad 
Edi Susilo menjadi tersangka 
semoga menjadi pelajaran 
semua pihak agar tidak 
mengabaikan protokol 
kesehatan  di tengah 
pandemi Covid-19. 
Razia masker dan 
kampanye protokol 
kesehatan juga harus terus 
digelar untuk memutus 
persebaran Covid-19. Hal itu 
sekaligus untuk menggugah 
kesadaran warga ihwal 
pentingnya kesehatan 
diri sendiri, keluarga, dan 
lingkungan. Budaya hidup 
sehat harus diutamakan 
dalam semua segi 
kehidupan dan di seluruh 
lapisan masyarakat. 
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